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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil dari evaluasi keseluruhan peran dan tugas Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan peran BPD dalam 

pembentukan peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019, dapat dikatakan sudah cukup baik, 

serta keaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hal ini terlihat cukup 

berperannya BPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yaitu 

sebagai berikut : 

1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala 

Desa terlah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari 

cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD 

telah ikut melaksanakan pengawasan terhadap peraturan Desa dan 

peraturan kepala Desa, hal ini dibuktikan dengan peran BPD dalam 

memberikan arahan dan saran apabila terjadi penyimpangan terhadap 

pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa. 

2. Solusi yang kedua BPD mengakomodir pemerintah Desa, karena dalam 

proses pelaksanaan program pembangunan Desa kedudukan pemerintah 

Desa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses penyelesaian 

pembangunan Desa. 
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3. Solusi yang ketiga BPD memgakomodir lembaga Desa guna untuk 

berpartisipasi dan bekerja sama dalam menyusun rencana pembangunan 

Desa, serta berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan Desa. 

Dampak solusi dari BPD dapat menimbulkan kerjasama yang baik antara 

pemerintah Desa, masyarakat dan juga lembaga Desa. 

. 

1.2 Saran  

Untuk lebih meningkatkan ”Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari 

Kabupaten Lombok Barat”. Ada beberapa saran pokok yang dapat dijadikan 

pertimbangan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Pemerintah Desa hendaknya dapat kooperatif dan bekerjasama 

dengan BPD dalam mengemban amanah rakyat terlebih dalam upaya 

menanggulangi permasalahan yang ada, sehingga terjadi sinergi yang 

dinamis antara pemerintah Desa dengan BPD. 

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

a. Bila diadakan musyawarah dalam membahas atau menyelesaikan suatu 

permasalahan hendaknya seluruh anggotan Badan Permusyawaratan 

Desa dapat mengemukakan pendapat, ide, pikiran, dan atau gagasan, 

sebab apa yang mereka sampaikan tersebut pada dasarnya adalah 

keinginan dan aspirasi warga masyarakat yang diwakilinya. 

b. Hendaknya BPD lebih tanggap terhadap permasalahan-permasalahan 

yang muncul dan dihadapi masyarakat, sehinggadapat diambil tindakan 
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yang cepat dan tepat dalam menanggulaginya dengan terlebih dahulu 

dimusyawarakan tentunya. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Hendaknya masyarakat lebih memahami dan menyadari akan arti 

penting BPD terkait dengan tugas fungsi dan wewenangnya bagi  

b. kehidupan bermasyarakat yang demokratis, selai itu dengan adanya 

BPD dapat menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. 

c. Sebaiknya masyarakat leih proaktif dalam melancarkan tugas BPD 

dengan aktif menyalurkan aspirasi kepada BPD dalam rangka 

pelaksanaan otonomi Daerah, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004. 
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LAMPIRAN 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Daftar Pertanyaan Penelitian 

 

1. Bagaiman peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan 

pembentukan peraturan Desa di Desa Sesela ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembentukan peraturan 

Desa di Desa Sesela ? 

3. Apa saja permasalahan yang ada dalam Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan Desa di Desa 

Sesela ? 

4. Bagaimana bentuk kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa di Daesa Sesela ? 

5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan atau 

keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Sesela ? 

6. Bagaimana optimalisasi program kebijakan yang dilakukan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengembangkan infrastruktur 

pembangunan Desa di Desa Sesela? 

7. Apa saja program-program yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) mengenai pembentukan peraturan Desa di Desa Sesela ? 

8. Bagaimana partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

mengembangkan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Sesela ? 
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